
BAB I
			PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan selama 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat pengukuran capaian kinerja analisis yang memuat target dan realisasi keuangan dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun berjalan disamping sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam penggunaan anggaran.
Pengembangan dan penerapan system Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat, jelas dan dijadikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk kemudian dapat dijadikan penyempurnaan dalam pelaksanaan rencana kerja di tahun berikutnya. Hal tersebut juga berarti bahwa pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.
Sejalan dengan pemikiran diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja secara periodik setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan tuntutan diatas.

B. STRUKTUR TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
B.1. Tugas dan Fungsi Bakesbangpol
B.1.1.	Tugas Pokok
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat selaku sebuah Lembaga Tekhnis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas, fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Rencana Strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
b. Perumusan kebijakan tekhnis, penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
d. Pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. 	Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan
Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bupati serta tugas lain yang disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Sekretariat terdiri dari :
B. 
a. 
b. 
b.1. Sub Bagian Program
b.2. Sub Bagian Keuangan
b.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM terdiri dari :
c.1. Sub Bidang Fasilitasi Ormas/LSM
c.2. Sub Bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga
d. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan terdiri dari :
d.1.	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
d.2. Sub Bidang ideologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial
e. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :
e.1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial
e.2. Sub Bidang Rekonsisiliasi Sosial
f. Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :
f.1. Sub Bidang Kesiagaan
f.2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis
g. Kelompok Jabatan Fungsional

B.3. 	Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
B.3.1. Sekretariat
Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
Sekretariat mempuyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan.
Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan mempunyai Fungsi :
1) Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan.
2) Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian
3) Pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
4) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
5) Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat
6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
7) Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat
Tugas pokok dari masing-masing Sub. Bagian yang berada di Sekretariat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat, yaitu :
1) Sub.Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan.
2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan Administrasi keuangan rutin, 

urusan pembukuan dan Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.
3) Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan di lingkungan Badan.

B.3.2.	Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM
Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Kepala Badan.
Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM mempunyai fungsi :
1) Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten.
2) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat skala Kabupaten
4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga; dan
5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
Tugas pokok dari masing-masing Sub. Bidang yang berada di Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM, sebagai berikut:
B.3.2.1 Sub. Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM mempunyai tugas :
a) Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Fasilitasi Ormas dan LSM sebagai pedoman kerja
b) Menyusun petunjuk teknis pembinaan administrasi Ormas dan LSM
c) Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Ormas dan LSM
d) Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi laporan pertanggungjawaban keuangan Ormas dan LSM
e) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Ormas dan LSM; dan
f) Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas
B.3.2.2. Sub. Bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
a) Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman kerja
b) Menyusun petunjuk teknis Pembinaan Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga
c) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan politik dan Hubungan Antar Lembaga; dan
d) Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas

B.3.3. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan 
Bidang Wawasan  Kebangsaan dan Kewaspadaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran serta Kewaspadaan Idiologi dan Pranata Sosial
Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai fungsi :
1) Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewaspadaan Idiologi skala Kabupaten 
2) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewaspadaan Idiologi Kebangsaan
3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat dibidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Idiologi
4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemahaman di Bidang Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Idiologi
5) Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan
Tugas pokok dari masing-masing sub bidang yang berada di bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan yaitu :
B.3.3.1.  Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas :
a) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa sebagai pedoman kerja
b) Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
c) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
B.3.3.2 	Sub Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial mempunyai Tugas :
a) Penyusunan rencana kerja dibidang idiologi kewaspadaan dan pranata sosial sebagai pedoman kerja
b) Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan di Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial
c) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial; dan
d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial.
B.3.4. 	Bidang Penanganan Konflik.
Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Penanganan analisis potensi Konflik dan rekonsiliasi sosial.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan kebijakan daerah di bidang penanganan konflik sosial sebagai pedoman kerja skala Kabupaten
2) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah konflik sosial dan rekonsiliasi sosial kemasyarakatan
3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap analisis potensi konflik dimasyarakat
4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengolahan data analisis potensi konflik dan rekonsiliasi sosial.
5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6) Penyusunan laporan hasil kegiatan-kegiatan di bidang penanganan konflik.
Tugas pokok dari masing-masing Sub Bidang yang berada dibidang Penanganan Konflik bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Penanganan Konflik, yaitu :
B.3.4.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial mempunyai tugas :
a) Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang analisis potensi konflik sosial sebagai pedoman kerja
b) Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan terjadinya potensi konflik sosial masyarakat
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang penanganan analisis potensi konflik; dan
d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisis potensi konflik.
B.3.4.2 Sub Bidang Rekonsiliasi Sosial mempunyai tugas :
a) Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang rekonsiliasi sosial sebagai pedoman kerja
b) Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan rekonsiliasi sosial masyarakat
c) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penanganan rekonsiliasi sosial masyarakat
d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan rekonsiliasi sosial.

B.3.5 Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis
Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Kesiagaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
1) Penyusunan kebijakan daerah di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja
2) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
3) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengolahan data kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
6) Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis
Tugas pokok dari masing-masing Sub. Bidang yang berada di Bidang kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis  yaitu :
B.3.5.1. Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas :
a) Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang kesiagaan sebagai pedoman kerja
b) Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap ancaman terjadinya potensi konflik kebangsaan dan sosial masyarakat
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang kesiagaan; dan 
d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiagaan
B.3.5.2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas :
a) Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja
b) Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengkajian masalah strategis dan sosial
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang pengkajian masalah strategis; dan
d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah strategis.
B.3.6. 	Kelompok Jabatan Fungsional
Saat ini tidak ada jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
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C. ISU STRATEGIS

Terkait dengan hal tersebut  beberapa issu kantrantibmas yang perlu mendapat perhatian antara lain :
1. Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat, Parpol, LSM dan Pranata sosial
2. Mutu pelaksanaan  demokrasi (Pilkades, Pilkada, Pileg, Pilpres) dan masih rendahnya pengetahuan  politik masyarakat
3. Penguatan  wawasan kebangsaan dan peningkatan  nilai-nilai  Luhur Bangsa untuk meningkatkan toleransi  dan Kesatuan Bangsa
4. Eksistensi budaya-budaya lokal guna menumbuhkan persatuan  dan kesatuan serta  kebangsaan masyarakat
5. Mutu pelaksanaan program-program bantuan sosial masyarakat
6. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya  peredaran gelap  dan penyalahgunaan narkoba
7. Penguatan kesiagaan masyarakat  dalam pelaksanaan Ipoleksosbudpem  dan Pencegahan Teroris serta penanganan konflik.
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